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NO
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UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

VII URUSAN PENANAMAN MODAL

A. Kebijakan dibidang Penanaman Modal

Tergantung pada 

jenis arsip yang 

lebih spesifik 

Tergantung pada 

jenis arsip yang 

lebih spesifik 

Tergantung 

pada jenis 

arsip yang 

lebih 

spesifik 

Tergantung pada 

jenis arsip yang 

lebih spesifik 

Unit Pengolah 

Terkait

1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan

2. Penyusunan Kebijakan

3. Perumusan Kebijakan

4. Masukan dan Dukungan Kebijakan

5. Penetapan NSPK

B. Perencanaan Penanaman Modal

1. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Agribisnis Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Tanaman Pangan, Perkebunan

2) Perikanan dan Peternakan
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b. Energi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Energi Terbarukan

2) Energi Tak Terbarukan

c. Sumber Daya Mineral Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Mineral Logam

2) Mineral Non Logam

2. Perencanaan Industri Manufaktur Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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a. Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Industri Logam dan Mesin

2) Industri Tekstil dan Aneka

b. Industri Kimia Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Industri Kimia Dasar

2) Industri Barang Kimia dan Farmasi

c. Industri Alat Transportasi dan Telematika Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

102



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN
UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

1) Industri Alat Transportasi

2) Industri Telematika

3. Perencanaan Jasa dan Kawasan

a. Jasa Perdagangan dan pariwisata Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

c. Kawasan Ekonomi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

103



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN
UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

4. Perencanaan Infrastuktur Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Infrastuktur Transpormasi Darat, Jalan, dan Jembatan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) infrastuktur transpormasi darat dan perkeretaapian

2) infrastuktur jalan dan jembatan

b. Infrastuktur Energi dan Sumber Daya Air Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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c. Infrastuktur Transpormasi Laut dan Infrastuktur Lainnya Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

C. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Deregulasi Penanaman Modal

a. Sektor Primer Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan

2) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan

b. Sektor Sekunder Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telekomunikasi

2) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
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c. Sektor Tersier Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi

2) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya

2. Pengembangan Potensi Daerah

a. Sektor Primer dan Tersier Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Sektor Sekunder Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika

2) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka

3. Pemberdayaan Usaha

106



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN
UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

a. Pembinaan dan Penyuluhan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Kemitraan Usaha Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Sektor Primer dan Tersier

2) Sektor Sekunder

c. Pelayanan Usaha Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Sektor Primer dan Tersier

2) Sektor Sekunder

D. Promosi Penanaman Modal

1. Pengembangan Promosi
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a. Analisis strategi Promosi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Analisis Target Promosi

2) Analisis Daya Saing Promosi

2. Promosi Sektoral Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan

b. Promosi Industri Manufaktur

c. Promosi Infrastuktur

3. Fasilitasi Promosi Daerah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

4. Pameran dan Sarana Promosi

108



NO

KODE 

KLASIF

IKASI

KLASIFIKASI 

KEAMANAN
HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN
UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

a. Pameran Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Penyusunan Program dan Monitoring

2) Penyelenggaraan dan Evaluasi

b. Media Cetak Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Materi Promosi

2) Publikasi dan Distribusi

c. Media Elektronik Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Materi Promosi

2) Pelayanan Informasi

E. Pelayanan Penanaman Modal
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1. Pelayanan Aplikasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Aplikasi Sektor Primer dan Tersier Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

b. Aplikasi Sektor Sekunder Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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2. Pelayanan Perizinan Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana

2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi

b. Perizinan Sektor Sekunder Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam

2) Industri Kimia dan Barang Kimia

3) Industri Aneka

3. Pelayanan Fasilitas
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a. Perizinan Sektor Primer dan Tersier Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana

2) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi

b. Perizinan Sektor Sekunder Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam

2) Industri Kimia dan Barang Kimia

3) Industri Aneka

F. Pengendalian Pelayanan Penanaman Modal

1. Pemantauan Penanaman Modal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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2. Bimbingan Sosialisasi Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

4. Pengawasan Penanaman Modal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait
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HAK AKSES

AKSES 

PUBLIK

DASAR 

PERTIMBANGAN
UNIT PENGOLAH

1 2 4 5 6 7 8

JENIS ARSIP

3

5. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

6. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

G. Laporan Statistik Penanaman Modal Terbatas

Penentu

kebijakan,

pengawas

internal dan

eksternal serta

penegak hukum

tertutup

Apabila diketahui 

oleh pihak yang 

tidak berhak 

dapat 

mengakibatkan 

terganggunya 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi 

lembaga 

pemerintahan.

Unit Pengolah 

Terkait

1. Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester

2. Laporan Statistik Tahunan
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